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Abstract : The Government Regulation on Law Enforcement (Perppu), has the same  legal force as the law, but is tem- 
porary because it must  obtain approval by the Parliament. Exit of Perppu No. 2 Year 2017 on Amendment to Law no. 17 
Year 2003 on Public  Organization. The legal basis  of the President to issue  the Perppu is stipulated in Article 22 of the 
1945 Constitution of the Republic of Indonesia, essentially the Perppu is issued because of the urgency of the matter, 
meaning that  if not issued by the Perppu, the government can not take legal action for the interest of the State. In fact, 
this Perppu is used to dissolve community organizations, especially Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) which is considered 
by the government to deviate from Pancasila ideology and endanger the integrity of NKRI. As a result, there are pros and 
cons against Perppu No. 2 Year 2017. 
 




Abstrak: Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu), mempunyai kekuatan hukum sama dengan un- 
dang-undang, tapi sifatnya sementara karena harus mendapatan persetujuan oleh DPR. Keluarnya Perppu No. 2 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasayarakatan. Dasar hukum Presiden untuk 
mengeluarkan Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, intinya Perppu dikeluarkan karena hal ihwal yang 
sangat mendesak, maksudnya jika tidak dikeluarkan Perppu, maka  pemerintah tidak bisa mengambil tindakan hukum 
untuk kepentingan Negara. Kenyataannya Perppu ini digunakan untuk membubarkan Ormas khususnya Hizbur Tahrir 
Indonesia (HTI) yang dianggap oleh  pemerintah menyimpang dari  ideologi Pancasila dan  membahayakan keutuhan 
NKRI. Akibatnya timbul pro dan kontra terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tersebut. 
 










Persoalan gerakan radikalisme keagamaan dari 
fase-fase pemerintahan di Indonesia terus ada bah- 
kan  setelah  reformasi masih  ada  indikasi,  dalam 
pandangan   pemerintah  menganggap Organisasi 
Kemasyarakatan  (Ormas)   banyak   yang   melaku- 
kan  aktifitasnya  tidak  sesuai  dengan AD/ART dan 
mungkin dianggap telah menyimpang dari asas 
kebangsaan dan  radikalisme.  Di era orde baru  di- 
anggap tidk ada ormas yang bisa beraktifitas seperti 
itu disamping semua  omas  harus  berasas tunggal 
dan  aktifitasnya  diawasi  dengan ketat,   dalam  era 
reformasi  menampilkan  corak     dalam   berbagai 
bentuk aktifitas yang  bebas bahkan sudah melam- 
paui batas-batas kewajaran sebuah ormas dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berbhineka tunggal Ika, sepak terjangnya  bahakan 
ideology juga bisa berbeda sesuai dengan latar bela- 
kang kelompok itu bernaung. 
Sehingga  Pemerintah di  era  Presiden Jokowi 
mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengantai 
Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun  2017 ten- 
tang  Perubahan  UU No  17  Tahun   2013  tentang 
Organisasi  Kemasyarakatan jelas adanya  Perppu 
tersebut menujukkan kehawatiran dari Pemerintah 
bahwa paham radikalisme sudah berada diambang 
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batas dan bisa  mengganggu keutuahan NKRI, ini 
harus segera diantisipasi agar  keutuhan NKRI dan 
keamanan negara tetap terjaga dari rongrongan pa- 
ham radikalisme terutama terhadap kelompik atau 
organisasi masyarakat yang masih mempermasala- 
hakn Pancasila sebagi dasar Negara dan pandangan 
hidup  bangsa Indonesia.  Keluarnya Perppu  terse- 
but  dalam pandangan filosofis  yuridis pemerintah 
beranggapan bahwa undang-undang  ormas atau 
undang-undang sejenisnya tidak  mampu lagi me- 
nangkal dan menyelesaikan masalah radikalisme 
yang disuarakan oleh  ormas-ormas baik lokal mau- 
pun global. 
PP No. 2 Tahun 2017 yang dikeluarkan ditengah 
situasi genting menurut    pemerintah  maka Per- 
ppu harus dikeluarkan, tentu saja  timbul pro  dan 
kontra terhadap persoalan ini.  Kelompok yang  pro 
pemerintah  sekaligus mendukung adanya perppu 
menganggap pemerintah  telah sungguh-sungguh 
memperhatikan dinamika masyarakat sekarang ini 
dan jawabanya tepat dengan membuat payung hu- 
kum untuk mengantisipasi agar Negara tetap dalam 
kondisi terkendali. Sebaliknya yang kontra terhadap 
Perppu  beranggapan  bahwa tidak   ada   ancaman 
yang  serius yang  membahayakan  ideology Negara 
Pancasila, jika ada gerakan-gerakan demonstrasi ini 
merupakan keinginan masyarakat dalam menyu- 
arakan aspirasi dengan ekspresi tegas, lugas dan ini 
tentunya dijamin oleh konstitusi. 
Pemerintah beradagium dengan azas  hukum 
administrasi yang  menjadi landasan yuridis diter- 
bitkannya Perppu ini  adalah azas  contrario actus 
yakni,  lembaga yang  yang  mengeluarkan izin  atau 
memberikan pengesahan kepada Ormas, memiliki 
wewenang untuk mencabut atau membatalkannya, 
ini  tentu menjadi pro  dan kontra jika dihubungan 
dengan hak  asasi  manusia yang  menjamin setiap 
warga  Negara untuk berkumpul, mengeluarkan 
pendapat lisan  maupun tulisan. Substansi Perppu 
ini  adalah kewenangan pemerintah untuk  mem- 
berikan sanksi terhadap Ormas yang dianggap tidak 
sejalan  dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. 
Bahkan,  kepada pengurusnya bisa dikenai  dengan 
sanksi tindak  pidana, selain dengan mencabut izin 
berdirinya ormas tersebut. 
Pro dan  kontra  terhadap Perppu tersebut, da- 
lam kajian ini penulis ingin menyoroti dari pandan- 
gan yuridis  suatu  produk  hukum yang menimbul- 
kan pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya 
yang  menjadi topik  utama dan penulis mengang- 
gap persoalan pokok  dari  Perppu tersebut adalah 
ketidak  bakuan dalam   memaknai kata  “Radikal” 
dan keluarnya Prppu  No. 2 Tahun  2017 tersebut di- 
anggap sebagi reaksi dari munculnya Ormas-Ormas 
yang  oleh  Pemerintah telah keluar dari  nilai-nilai 
Pancasila dan menyebarkan ajaran anti  Pancasila, 
dan membahayakan bagi  Negara Kesatuan Repub- 
lik  Indonesia (NKRI),  kisruh ini  harus  segera di 
klirkan sesuai dengan bidang masing-masing, oleh 
karena itu tulisan ini hanya sebatas merepleksikan 
munculnya Perppu No.  2 Tahun 2017 dari  sedikit 
pengetahuan yang kami miliki, yakni analisis yuridis 
dari sebuah produk hukum. Tentu saja faktor-faktor 
diluar yuridis tetap saja  akan mewarnai tulisan ini, 
karena berangkat dari asumsi bahwa sebuah produk 
perundang-undangan tidak  bebas nilai.  Seperti 
muatan-muatan  politik, sosiologis, ekonomis dan 
lain-lain tetap akan muncul dalam suatu produk 
hukum, dan ini seharusnya dijaga sebagai penguat 
bingkai Negara hukum seperti Indonesia. 
 
Pembahasan 
1. Ormas Dan Pengaturannnya 
Organisasi berasal dari  bahasa Yunani, yaitu 
“Organon” dan istilah Latin,  yaitu  “Organum” yang 
berarti: alat,  bagian, anggota, atau badan.1   Menurut 
Baddudu-Zain,  organisasi adalah  susunan,  aturan 
atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu den- 
gan latar dasar ideology (cita-cita) yang sama.2 Organ- 
isasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang  didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan as- 
pirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.3 
Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah Ormas 
pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan da- 
lam  mengusir penjajah di bumi pertiwi ini.4  Sebut 
 
 
1M. Manulang, Dasar-dasar manajemen,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 
l983 hlm 67 
2Badudu,  Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Hara- 
pan, Jakarta, l994, hlm 967 
3Pasal  1  angka  1.  UU No.  17  Tahun   2003  tentang Organisasi  Ke- 
masyarakatan. 
41 Tahun  1908, Budi Oetomo  berbasis  subkultur Jawa 2. Tahun  19l1, 
Serikat  Dagang  Islam,  kaum  entrepreneur Islam  yang  bersifat  ekstrovert 
dan  politis; 20 3. Tahun  1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis 
yang bersifat introvert  dan social; 4. Tahun  1912, Indiche  Party dari subkul- 
tur campuran yang mencerminkan elemen  politis  nasionalisme nonrasial 
dengan slogan  “tempat  yang member nafkah  yang menjadikan Indonesia 
sebagai  tanah  airnya”.  5. Tahun  1913, Indische Social  Democratiche Ve- 
reniging,  mengejawantahkan nasionalisme politik radikal  dan  berorientasi 
Marxist. 6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai Embrio Jong Java. 7. Tahun 
1918, Jong Java; 8. Tahun 1925, Manifesto Politik; 9. Tahun 1926, Nahdlatoel 
‘Ulama (NU) dari subkultur santri  dan ulama  serta pergerakan lain seperti 
subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahir- 
kan pergerakan nasionalisme yang berjati  diri Indonesia; 10. Tahun  1928, 
Sumpah Pemuda 28 Oktober  1928; 11. Tahun  1931, Indonesia Muda. (Dra. 
Nia Kania Winayanti,  SH,MH, Dasar  Hukum  Pendirian dan  Pembubaran 
Ormas,Yogyakarta,apustaka Yustisia,2011,hlm,3 




saja, organisasi pergerakan Boedi Oetomo. Ada yang 
mengatakan Boedi Oetomo sebagai Ormas tertua di 
Indonesia. Organisasi yang mencuat tanggal 20 Mei 
1908 itu  disebut-sebut sebagai garda depan dalam 
kebangkitan nasional. Memang, sempat ada  perde- 
batan mengenai sejarah kebangkitan nasional. Kel- 
ompok pergerakan Islam mengklaim, Serikat  Islam 
yang berdiri tanggal 16 Oktober 1905, dianggap pan- 
tas disebut sebagai dasar kebangkitan nasional.5 
Keberadaan Ormas termasuk yang menamakan 
dirinya Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM)  di 
Indonesia dibutuhkan sampai saat  ini,6 karena per- 
soalan seperti ekonomi, politik sosial  budaya tidak 
semuanya dapat disentuh secara keseluruhan oleh 
pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh jimly: 
 
“Pada era reformasi ini dengan segala kelebihan 
dan kekurangannya, secara konkret berupaya 
untuk  mencoba  menghadapi tantangan  dan 
memenuhi harapan rakyat  yang semakin tinggi 
tuntutannya atas  persoalan kemasyarakatan 
yang  bersifat semakin kompleks. Dengan de- 
mikian masalah sosial, ekonomi, dan budaya 
yang dihadapi semakin kompleks, sehingga kita 
tidak  dapat lagi hanya mengandalkan bentuk- 
bentuk organisasi pemerintahan yang  konven- 
sional untuk mengatasinya”.7 
 
Ormas atau LSM pada posisi tertentu kadang- 
kadang lebih efektif dari pemerintah dalam menga- 
tasi  persolan yang  mendesak ditengah masayarak, 
hal  ini sesuai dengan cara  kerja  dan dan sifat  dari 
ormas tersebut, bahkan LSM mempunyai keunggu- 
lan sebagai berikut : 
a)    LSM dekat dengan kaum miskin dan mempu- 
nyai organisasi terbuka yang memudahkan pe- 
nyaluran informasi ke atas, 
b)   mereka mempunyai staf yang  bermotifasi ting- 
gi, 




5UU Ormas Riwayatmu Kini, http://www.hukumonline.com 
6Ormas-ormas ini tidak saja bergerak dalam tataran keagamaan, tetapi 
telah merambah pada  beberapa garapan dan persoalan soal kemasyaraka- 
tan pada umumnya. Contohnya: 1) Kegiatan pendidikan dengan mendirikan 
lembaga  pendidikan mulai  dari  tingkat  prasekolah (taman kanak-kanak) 
sampai  dengan tingkat perguruan tinggi; 2) Kegiatan pelayanan kesehatan, 
dengan munculnya berbagai  nrumah sakit yang didirikan  atas prakarsa or- 
mas-ormas 3) Kegiatan pelayanan social lainnya, misalnya pembinaan anak 
terlantar dan anak jalanan  berupa pendirian rumah-rumah singgah. (Tirta 
Nugraha  Mursitama, dkk, Pengkajian  Hukum tentang Peran dan Tanggung- 
jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam  Pemberdayaan Masyarakat,  Pusat 
Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum  Nasional  Badan Pembinaan 
Hukum  Nasional  Kementerian Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia  RI Tahun 
2011, hlm. 34) 
7Jimly Asshiddiqie,Perkembangan dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara 
Pasca-Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hlm.7 
dari korupsi, 
d)   LSM cukup kecil,  terdesentralisasi, luwes  dan 
mampu menerima feedback dari  proyek yang 
dipromosikan.8 
Di  sisi  lain,   pengaturan  Ormas di  Indonesia 
bisa  dikatakan tak  banyak berubah. Dimulai den- 
gan  dikeluarkannya Stb.  1870-64  tentang Perkum- 
pulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Pasal  5bis, 
menyebutkan Perkumpulan yang  dinyatakan oleh 
Gubernur Jenderala bertentangan dengan kepent- 
ingan umum, kehilangan sifat badan hukum karena 
pernyatan itu. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa pe- 
nyimpangan dari statute-statuta yang telah disetujui 
memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk 
menuntut didepan hakim perdata pernyataan gu- 
gurnya sifat badan hukum perkumpulan itu.  Pera- 
turan yang berisi 11 pasal ini bertahan cukup lama 
hingga 1985. Pada tahun tersebut lahirlah Undang- 
Undang No  8 Tahun 1985  tentang Organisasi Ke- 
masyarakatan (UU Ormas).9   Di era  orde lama dan 
orde baru telah lahir beberapa organisasi yang tetap 
eksis  sampai saat  ini  antara lain:  Ormas Kemaha- 
siswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), 
Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII),  Per- 
himpunan  Mahasiswa Katolik  Republik Indonesia 
(PMKRI),  dan gerakan Mahasiswa Nasional Indo- 
nesia (GMNI); Ormas SOKSI; Kosgoro; Ormas kepe- 
mudaan seperti Pemuda Pancasila, AMPI,  FK-PPI 
dan lain-lain.10 
Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Ormas 
disebutkan, Ormas adalah organisasi yang  dibentuk 
oleh  anggota masyarakat Warganegara Republik In- 
donesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, 
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tu- 
han Yang Maha Esa, untuk berpranserta dalam pem- 
bangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. 
Di era  orde baru yang  sempat heboh tentang 
ormas  ketika  pemerintah mengeluarkan Undang- 
Undang  No. 8 Tahun  1985  tentang Organisasi  Ke- 
masyarakatn, UU ini bersamaan dengan lima paket 
UU yang dikeluarkan oleh  rezim  pada  waktu yang 
dianggap oleh  masyarakat pro  demokrasi sebagai 
lima  paket  politik  yang membatasi hak-hak warga 




7Jimly Asshiddiqie,Perkembangan dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara 
Pasca-Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hlm.7 
8Peter Hannan, Prisma No. 4 Tahun l988, hlm 56. Sebagaimana dikutip 
oleh Tirta Nugraha Mursitama, dkk, Op Cit, ,hlm. 63 
9http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?searchfo 
10http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-1.pdf 




Korban pertama keluarnya UU no. 5 tahun 1985 
terjadi pada tahun 1987 dimana Pemuda Islam Indo- 
nesia (PII) dibubarkan11 oleh Menteri Dalam Negeri 
waktu itu,  Suparjo Rustam, karena ormas tersebut 
menolak  asas  tunggal, PII menolak  Pancasila se- 
bagai asas  organisasi. Sedangkan UU ini menghar- 
uskan seluruh ormas atau partai politik untuk men- 
jadikan Pancasila sebagai asas organisasi. 
Pasal  1 UU No 8 Tahun1985 tentang Ormas dis- 
ebutkan, Ormas adalah organisasi yang  dibentuk 
oleh  anggota masyarakat Warganegara Republik 
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan keg- 
iatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terh- 
adap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berpranserta da- 
lam  pembangunan dalam rangka mencapai tujuan 
nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 
Sebagai aturan pelaksana UU No.  Tahun 1985 
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 
1986 yang  mengatur tata  cara  pembubaran ormas 
secara rinci sebagai berikut : 
1.   Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau 
Pengurus Pusat  Organisasi Kemasyarakatan 
apabila ormas   melakukan tiga  hal.  Pertama, 
melakukan kegiatan yang mengganggu keaman- 
an  dan  ketertiban umum,  menerima bantuan 
dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah, 
dan  memberi bantuan kepada pihak asing yang 
merugikan kepentingan. 
2.    Sebelum melakukan pembekuan ormas, Pemer- 
intah  terlebih dahulu  menegur secara  tertulis 
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali  dengan jarak 
waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pen- 
gurus  Daerah atau Pengurus Pusat  ormas  ber- 
sangkutan. 
3.    Apabila teguran tidak diindahkan dalam jangka 
waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegu- 
ran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus 
Daerah atau Pengurus Pusat  sesuai  dengan ru- 
ang lingkup keberadaannya untuk didengar ket- 
erangannya. 
4.   Apabila  panggilan  tidak  dipenuhi atau  setelah 
didengar  keterangannya ternyata  ormas  yang 
bersangkutan masih tetap melakukan tindakan 
yang  melanggar  maka  Pemerintah membeku- 
kan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus 
Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersang- 
kutan. 
5.   Sebelum melakukan tindakan pembekuan, bagi 
ormas  yang  mempunyai ruang  lingkup Nasion- 
al,  Pemerintah Pusat  meminta pertimbangan 
 
11SK Mendagri Nomor 120 dan 121 Tahun 1987 
dan  saran  dalam segi hukum dari  Mahkamah 
Agung. 
6.    Bagi  ormas   yang   mempunyai  ruang   lingkup 
Propinsi atau  Kabupaten/Kotamadya,  Guber- 
nur  atau Bupati/Walikotamadya, Pemerintah 
meminta pertimbangan dari  instansi yang  ber- 
wenang di daerah. 
7.    Tindakan  pembekuan  dapat  juga   dilakukan 
oleh  Gubernur atau Bupati/Walikotamadya 
terhadap pengurus Daerah dari  organisasi ke- 
masyarakatan yang  mempunyai ruang  lingkup 
Nasional yang  berada di  wilayahnya apabila 
melakukan tindakan yang melanggar. 
8.    Gubernur  harus   meminta  pertimbangan dan 
petunjuk Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam 
Negeri, sebelum memberi pertimbangan dan pe- 
tunjuk, terlebih dahulu mendengar keterangan 
dari Pengurus Pusat ormas  yang bersangkutan. 
9.    Pemerintah dapat  mempertimbangkan  untuk 
mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pen- 
gurus  Daerah atau Pengurus Pusat  apabila or- 
mas  yang  bersangkutan dalam  jangka waktu 
3 (tiga)  bulan memenuhi ketentuan sebagai 
berikut : a.secara nyata  tidak  lagi  melakukan 
kegiatan yang  mengakibatkan pembekuannya; 
b.mengakui kesalahannya dan  berjanji tidak 
akan melakukan pelanggaran lagi; c.mengganti 
Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat 
yang melakukan kesalahan tersebut. 
10.  Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengu- 
rus Pusat  yang  dibekukan masih tetap  melaku- 
kan  kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, 
ormas  bersangkutan dapat dibubarkan oleh Pe- 
merintah. 
11.  Pemerintah sebelum melakukan tindakan pem- 
bubaran, terlebih dahulu memberikan peringa- 
tan  tertulis  kepada organisasi kemasyarakatan 
yang bersangkutan. 
12.  Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga)  bulan set- 
elah menerima peringatan tertulis, ormas terse- 
but masih  melanggar,  Pemerintah dapat  mem- 
bubarkan ormas bersangkutan. 
13. Sebelum   melakukan  tindakan  pembubaran, 
bagi ormas yang mempunyai ruang lingkup Na- 
sional,  Pemerintah Pusat meminta pertimban- 
gan dan saran dalam  segi hukum dari Mahka- 
mah Agung. 
14. Bagi  ormas  yang  mempunyai  ruang  lingkup 
Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubemur 
atau Bupati/Walikotamadya, Pemerintah Pusat 
meminta pertimbangan dan saran dari instansi 
yang berwenang  di daerah  serta petunjuk dari 
Menteri  Dalam  Negeri dengan  mengindahkan 




peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
15.  Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Gubernur, Bupati/Walikotamadya  diberitahukan 
kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus 
Pusat  organisasi kemasyarakatan yang  bersangku- 
tan dan diumumkan kepada masyarakat. 
16.  Pemerintah membubarkan  ormas   yang  menga- 
nut, mengembangkan dan  menyebarkan paham 
atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme 
serta ideologi paham atau ajaran lain yang berten- 
tangan dengan Pancasila dan  Undang-Undang 
Dasar  1945  dalam segala  bentuk dan  perwuju- 
dannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan 
organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan. 
17.  Pembubaran  dilakukan  dengan  memperhati- 
kan  saran  dan  pertimbangan instansi yang ber- 
wenang sesuai  dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 
18.  Setelah dibubarkan,  organisasi kemasyarakatan 
tersebut dinyatakan sebagai  organisasi terlarang. 
Keputusan pembubaran dan  pernyataan sebagai 
organisasi terlarang disampaikan secara tertulis. 
 
Kemudian setelah Reformasi di  era  Pemerin- 
taha Susilo Bambang Yodoyono, dibentuk UU No. 17 
Tahun 2003 tentang Organisasi Masyarakat, khusus 
mekanisme pembubaran diatur sebagai berikut : 
Pasal 68 
(1)    Dalam hal  Ormas berbadan hukum tidak  me- 
matuhi sanksi penghentian sementara kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  64 ayat  (1) 
huruf b,  Pemerintah menjatuhkan sanksi pen- 
cabutan status badan hukum. 
(2)    Sanksi  pencabutan status badan hukum seba- 
gaimana dimaksud pada  ayat   (1)  dijatuhkan 
setelah adanya putusan pengadilan yang  telah 
memperoleh  kekuatan hukum tetapmengenai 
pembubaran Ormas berbadan hukum. 
(3)    Sanksi   pencabutan  status badan hukum seba- 
gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin- 
tahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 
 
Kemudian di era  Pemerintahan Presiden Joko 
Widodo,  dikelarkanlah Perrpu No.  2 Tahun  2017 
tentang Perubahan UU No. 17 Tahun  2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan, mekanisme pembuba- 
ran Ormas diatur sebagai berikut, Pasal 80A menye- 
butkan:  “Pencabutan status  badan hukum Ormas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  61 ayat (1) hu- 
ruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Un- 
dang-Undang ini”. 
2. Latar  belakang dan kajian ketatanegaraan la- 
hirnya Perppu no. 2 tahun 2017 
 
Penjelasan umum Perppu No.  2 Tahun 2017, 
dikemukakan dengan rinci  alasan-alasan filosofis 
dan yuridis terutama berkaitan dengan kebebasan 
berserikat sebagaimana diatur dalam Pasal  28 UUD 
NRI Tahun 1945, dan diterakan penjelasan Psal 28J 
UUD NRI tahun 1945 yakni: 
 
“Berdasarkan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di 
atas,  dapat disimpulkan bahwa konsep hak  asasi 
manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Neg- 
ara  Republik Indonesia Tahun 1945 tidak  bersifat 
absolut (relatif ). Hal ini sejalan dengan pandangan 
ASEAN di dalam butir pertama dan kedua Bangkok 
Declaration human Rights 1993”. 
 
Di samping alasan yuridis tersebut, dicantum- 
kan  juga  alasan pargamatis sosiolaogis sebagaima- 
na disebutkan sebagai berikut : 
 
Maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah peng- 
ganti   Undang-Undang ini  adalah untuk mem- 
bedakan dan sekaligus melindungi Ormas yang 
mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan 
Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Un- 
dang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 
1945  dan  Ormas yanng asas   dan kegiatannya 
nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone- 
sia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang ini tetah memisahkan kedua go- 
longan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis 
sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa. 
 
Bergulirnya  era   reformasi  menggantikan  era 
orde baru  dikuti pula dengan peningkatan jum- 
lah LSM. Jika pada  tahun 1997 ditaksir  ada sekitar 
4000-7000 LSM, maka pada tahun 2002 jumlah LSM 
menurut Departemen Dalam Negeri menjadi seki- 




12Seperti  yang diketahui bersama bahwa  setiap  Negara  mengatur se- 
gala interaksi  hubungan dalam  masyarakat. Begitupun  LSM di Indonesia 
yang secara  umum sudah  diatur  dalam  UUD 1945 Pasal 28  yang berbunyi 
“Kebebasan  berkumpul dan berserikat untuk  mengeluarkan pendapat dan 
pikiran.” Lalu secara spesifik LSM diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 
1985 pada  zaman  Orde Baru tentang “Organisasi  Kemasyarakatan” . Dita- 
mbah  dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 mengenai Yayasan” dan 
untuk  saat ini baru  baru  saja disahkan Undang  Undang  No 17 Tahun  2013 
Mengenai  “ Organisasi kemasyarakatan” . leh residen  Susilo Bambang  Yud- 
hoyono pada Juli 2013 dan di undangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia ,Bapak Amir Syamsudin. 




Sebagaimana telah disebutkan di  atas  bahwa 
Perppu No.  2 Tahun 2017  adalah perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Or- 
ganisasi Kemasyarakatan, secara yuridis dinormatif- 
kan perlunya perubahan terhadap Undang-undang 
ini sebagaimana dalam konsideran menimbang di- 
cantumkan berapa alasan seperti pada hurup: 
(c)    bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 
tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak 
untuk Segera  dilakukankan perubahan karena 
belum mengatur secara komprehensif men- 
genai keormasan yang  bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ter- 
jadi  kekosongan hukum dalam hal  penerapan 
sanksi yang efektif; 
(d)  bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan 
tertentu  yang   dalam  kegiatannya  tidak   se- 
jalan dengan asas  organisasi kemasyarakatan 
sesuai dengan anggaran dasar organisasi ke- 
masyarakatan yang telah terdaftar dan telah di- 
sahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual 
terbukti ada  asas  organisasi kemasyarakatan 
dan  kegiatannya yang   bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
(e)   bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan belum 
menganut asas cantrarius actus sehingga tidak 
efektif  untuk menerapkan sanksi terhadap 
organisasi kemasyarakatan yang menganut, 
mengembangkan, serta menyebarkan a,iaran 
atau paham yang  bertentangan dengan Pan- 
casila  dan Undang-Undang Dasar Negara Re- 
publik Indonesia Tahun 1945; 
Berdasarkan konsideran di  atas  ada  tiga  hal 
yang  dianggap mendesak oleh  Pemerintah untuk 
mengadakan perubahan UU No.  17 Tahun 2013, 
yakni  pertama: 1) bahwa UU No.  17 Tahun 2013 
belum   mengatur secara  jelas  dan  konferhensip 
ormas  yang  dapat  dikatakan bertentangan  den- 
gan Pancasila dan UUD NRI Tahun  1945, 2) disin- 
yalir oleh Pemerintah ada beberapa ormas  dalam 
melaksanakan aktifitasnya  tidak sesuai dengan 
Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang 
bersangkutan, dan  3) belum  menganut asas can- 
trarius  actus. 
Alasan-alasan lain dalam  kontek  perundang- 
undangan seperti  alasan  filosofis, politis,  ekono- 
mis  dan sebagainya tidak  dapat ditelusuri secara 
utuh,  karena  sifat dari  Perppu itu sendiri  adalah 
perundang-undangan yang tidak  normal, sangat 
mendesak  atau   kondisi   kepentingan  yang  me- 
maksa13   jadi  tidak  sama dengan UU biasa yang 
mempunyai kajian akademis yang lengkap se- 
bagaimana diisyaratkan dalam pembentukan 
perundang-undangan.  Kemudian   adanya  ala- 
san  bahwa ada  ormas yang  tidak  taat  asas  dalam 
melakukan  aktifitasnya, sebagaimana  dipahami 
bahwa suatu ormas mempunyai pedoman khusus 
yang  mengatur secara rinci  sepak terjang ormas 
tersebut. Pasal   12  UU  No.  17  Tahun   2013  dis- 
ebutkan kewajiban bagi  Ormas untuk membuat 
Akta Notaris yang  didalamnya terdapat Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, adapun  isi 
AD dan ART memuat program kerja,  pendanaan, 
domisili dan pernyataan tidak   dalam sengketa. 
Kemudian  di  dalam Pasal  21  UU  No.  17  Tahun 
2013  Ormas wajib  melaksanakan a.  melaksana- 
kan  kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. 
menjaga persatuan  dan  kesatuan  bangsa serta 
keutuhan  Negara Kesatuan  Republik Indonesia; 
c. memelihara nilai  agama, budaya, moral, etika, 
dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat 
untuk masyarakat ; d.  menjaga ketertiban umum 
dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat ; e. 
melakukan pengelolaan keuangan secara trans- 
paran dan akuntabel; Dan f. berpartisipasi dalam 
pencapaian tujuan negara. 
Alasan  ketiga   bagi  pemerintah mengeluarkan 
Perppu tersebut bahwa UU sebelumnya tidak  men- 
cantumkan asas contrarius actus. Ini diartikan bah- 
wa pemerintah diberikan kewenangan untuk mem- 
berikan izin  dan sekaligus mencabut izin  tersebut 
secara leluasa. Asas ini didalam Perppu No. 2 Tahun 
2017  benar-benar dimasukan secara tertulis pada 
Pasal 61. 
Di dalam UUD NRI Tahun 1945 Perppu seba- 
gaimana diatur dalam Pasal  22 ayat (1) ““Dalam hal 
ihwal  kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 
menetapkan peraturan pemerintah pengganti un- 
dang-undang.” Bunyi  pasal ini  ditegaskan kembali 
dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  sebagimana dis- 
ebutkan dalam  Pasal 1 angka 4 “Peraturan Pemer- 
intah  Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan 
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh  Presi- 





13Lihat Ketentuan UU No. 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Pera- 
turan  Perundang-Undangan Pasal 1 angka  4 menyebutkan: Peraturan Pe- 
merintah Pengganti   Undang-undang adalah   perundang-undangan  yang 
ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan memaksa. Lihat Juga: 
Keputusan MK No. 38/PUU-VII/2009  yaitu  adanya  kebutuhan mendesak 
untuk  menyelesaikan masalah hukum  secara  cepat  berdasarkan Undang- 
undang. 
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Berdasarkan kedua pasal di atas  dikeluarkanya 
Perppu oleh  presiden karena satu  alasan yakni “da- 
lam  hal  ihwal  kegentingan yang  memaksa”. Menu- 
rut  Maria  Farida, Perppu (PERPU,  menurut Maria 
Farida) merupakan peraturan  perundang-undan- 
gan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan 
undang-undang.14 
Perppu ini  walaupun mempunyai kedudukan 
setingkat dengan undang-undang, akan tetapi sifat- 
nya sementara samapai dengan adanya persetujuan 
DPR pada sidang berikutnya. Akan  tetapi dengan 
adanya Putusan MK  yang  telah menafsirkan pe- 
normaan hal ihwal  kepentingan yang mekasa seba- 
gaimana putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, te- 
lah memberikan batasan limitatif dengan tiga poin 
pokok  sebagai berikut : 
i.   Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak un- 
tuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan Undang-Undang; 
ii.   Undang-Undang yang  dibutuhkan tersebut be- 
lum   ada   sehingga terjadi kekosongan hukum, 
atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 
iii. Kekosongan hukum tersebut tidak  dapat diatasi 
dengan cara  membuat Undang-Undang secara 
prosedur biasa karena akan memerlukan waktu 
yang cukup lama sedangkan keadaan yang men- 
desak tersebut perlu kepastian untuk diselesai- 
kan; 15 
Terkait dengan kewenangan Presiden men- 
etapkan Perppu, tetap saja  menjadi hak  subyektif 
Presiden untuk menilai keadaan Negara dalam kon- 
disi memaksa atau darurat, sebagaimana dijelaskan 
oleh Jimly Ashidqie sebagai berikut : 
 
“Pasal   22   memberikan   kewenangan   kepa- 
da  Presiden untuk secara subjektif menilai 
keadaan negara atau hal ihwal yang terkait den- 
gan  negara yang  menyebabkan suatu undang- 
undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan 
kebutuhan akan pengaturan materiil  mengenai 
hal  yang perlu  diatur  sudah sangat  mendesak 
sehingga  Pasal  22 UUD 1945 memberikan ke- 
wenangan kepada Presiden untuk  menetapkan 







14Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan 
Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007, hlm. 215 
15http://www.mahkamahkonstitusi.go.id 
16Jimly Asshiddiqie,  Hukum  Tata  Negara  Darurat,   Jakarta:  Rajawali 
Press, Tahun 2010, hlm.  209 
Adanya putusan MK ini  akan terjadi masalah 
jika  DPR  nantinya berbeda pandangan  terhadap 
peninjauan Perppu yang  didasarkan pada hal  ih- 
wal “kepentingan genting dan  memaksa” khusus- 
nya   Perppu No.  2  Tahun 2017  tersebut. Sebaba 
berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, MK 
tidak  berwenang menguji Perppu, MK secara tegas 
hanya  diberi kewenangan menguji UU  terhadap 
UUD. Persoalan ini seharusnya dicarikan solusi 
ketatanegaraan  sehingga  tidak   menjadi  presed- 
en  buruk dikemudian hari. Salah  satu  jalan  bagi 
Presiden mungkin akan menggunakan kekuasaan- 
nya  secara hukum melalui maklumat “darurat dan 
membahayakan negara”. Sebagaimana dikatakan 
oleh  Jazim  Hamidi dan Lutfi bahwa manakala tim- 
bul  keadaan darurat yang  membahayakan, Negara 
harus segera bertindak dan bahkan apabila perlu 
dengan cara  kekerasan yang  melanggara hak  asasi 
manusia sekalipun.17 
Secara kasat  mata dapat dikemukakan bahawa 
keluarnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas 
jelas  diperuntukan bagi  pembubaran Ormas yang 
dianggap oleh   pemerintah  bertentangan  dengan 
Pancasila, salah satunya adalah HTI yang langsung 
dibubarkan oleh  Pemerintah setelah Perppu terse- 
but  dikeluarkan dan mungkin saja  setelah HTI aka 
nada Ormas-ormas yang lain akan dibubarkan oleh 
pemerintah. 
 
3.    Problematika keluarnya perppu  no.   2  tahun 
2017 
Penolakan terhadap  keluarnya Perppu  No.  2 
Tahun 2017 tentang Perubahan terhadap UU No. 17 
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ter- 
us digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat baik 
dari  kalangan kampus maupun organisasi-organ- 
isasi  sosial  kemasyarakatan lainnya. Ada beberapa 
alasan yang  dapat diajukan sebagai keberatan atas 
berlakunya Perppu tersebut, dalam kajian ini penu- 
lis merincinya dari berbagai aspek yakni: 
Sebagaimana telah  disebutkan di atas,  bahwa 
keluarnya  Perppu  tersbut  menurut  pemerintah 
ada tiga aspek yurisdis yang tidak terpenuhi dalam 
UU No. 17 tahu   2013 yakni tentang tidak dicantu- 
mkanya  kriteri secara  jelas Ormas tersebut berten- 
tangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, 
melakukan aktifitas  organiasi tidak  sesuai  dengan 





17Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan In- 
donesia, Malang: Alumni, Tahun 2009, hlm. 41-42 




Dalam kajian teoritis terbitnya Perppu,  tetap 
didasarkan kepada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 
Pasal  22 dengan cirri khusus sebagaimana dikemu- 
kakan oleh Bagir Banan sebagai berikut : 
 
“kegentingan yang   memaksa” harus  menun- 
jukkan dua   ciri  umum, yaitu:   (1)  Ada  krisis 
(crisis), dan  (2)  Kemendesakan  (emergency). 
Suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan 
yang   menimbulkan kegentingan dan  bersifat 
mendadak (a  grave  and sudden disturbunse). 
Kemendesakan (emergency), apabila terjadi 
berbagai keadaan  yang   tidak   diperhitungkan 
sebelumnya dan menuntut suatu tindakan 
segera tanpa menunggu permusyawaratan ter- 
lebih dahulu. Atau  telah ada  tanda-tanda per- 
mulaan yang  nyata dan menurut  nalar yang 
wajar  (reasonableness) apabila tidak  diatur 
segera akan menimbulkan gangguan baik  bagi 
masyarakat maupun terhadap jalannya pemer- 
intahan.18 
 
Secara yuridis Perppu  ini  menurut kelompok 
yang   kontrak bertentangan  dengan  kewenangan 
Pengadilan yang  menghapus ketentuan  Pasal   63 
sampai dengan Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2013. Dis- 
amping itu juga  Perppu ini menggunakan asas  hu- 
kum  pidana secara berlebihan, sebagaimana dika- 
takan oleh Febriansyah. 
 
Substansi problematik lainnya dalam Perppu 
Ormas adalah penggunaan hukum pidana se- 
cara  berlebihan (overcriminalization) dalam 
bentuk beberapa rumusan tindak pidana baru 
yang  sebelumnya tidak  ada  dalam UU Ormas 
beserta ancaman sanksi pidana hingga penjara 
seumur hidup bagi  setiap anggota dan pengu- 
rus  Ormas yang  melanggar larangan tersebut, 
padahal  dalam  perspektif consensus  view  of 
crime, konsensus (kesepakatan) masyarakat 
merupakan justifikasi ditetapkannya suatu  per- 
buatan sebagai  kejahatan sehingga  penetapan 
suatu  perbuatan sebagai  kejahatan secara  sub- 
jektif dan  sepihak  oleh penguasa yang ada da- 







18Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum FH UII ker- 
jasama dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 158-159. 
19Reza Fikri Febriansyah, Refleksi Penetapan Perppu  Ormas,  http:// 
www.hukumonline.com 
Kalangan akademisi ada juga yang menolak hal 
ini wajar, karena dengan pengaturan Perppu prsiden 
dapat dengan mudah mencabut UU yang  sedang 
berlaku atau membuat UU tanpa persetujuan DPR, 
jika ini terjadi maka akan tumbuh kediktatoran kon- 
stitusional  oleh   lembaga kepresidenan,  akhirnya 
kepastian hukum tidak  tercapai, sebagaimana de- 
kemukakan oleh Fajrul  Falakh: 
 
“Pertama, cakupan  Perppu  begitu luas   (“hal 
ikhwal”) dan  makna  kegentingan  yang   me- 
maksa pemberlakuannya ditundukkan kepada 
subyektiviyas presiden. Kedua, meski tidak dite- 
gaskan dalam konstitusi, Perppu  serta merta 
berlaku pasca penerbitannya. Kenyamanan 
memerintah melalui Perppu sering dicukupkan 
dengan menerbitkannya saat   DPR  tidak   ber- 
sidang. Memerintah dengan Perppu yang  efek- 
tif tanpa persetujuan DPR disebut descretismo 
sebaiknya Perppu seperti ini dimungkinkan jika 
memenuhi  persyaratan ketat   yang  diatur UU 
dan presiden-eksekutif bukan legislator. Ketiga, 
seharusnya Presiden mencabut Perppu setelah 
DPR menolaknya. Ternyata kegentingan diper- 
panjang karena DPT diminta menyetujui “akal- 
akalan” bahwa Perppu JPSK akan tidak  berlaku 
setelah RUU JPSK 2009 disetujui DPR bersama 
presiden.”20 
 
Indonesia sebagai Negara hukum yang demokra- 
tis  seharusnya berpijak kepada asas  adanya pem- 
bagian kekuasaan antara yang  membuat UU dan 
mengadili, kewenangan pemberintah  tidak  boleh 
dipusatkan pada satu  lembaga,21 ,  tetapi harus dib- 
agi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling 
mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga kes- 
eimbangan. Artinya pemerintah tidak boleh menen- 
tukan sendiri bersalah atau tidak  sebelum adanya 
putusan pengadilan. Berkaitan dengan penerapan 
hukum adminstrasi Negara  contrario actus,  harus 
dibedakan antara izin dengan hak warga Negara. 
Pembentukan suatu organiasi dalam masyarakat 
(ormas)  bukan  pemberian izin, tetapi  pewajahan- 
tahan dari hak-hak warga negara yang diatur  dalam 
konstitusi. Kebebsan  berserikat berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat salah satu hak warga Neg- 




20Fajrul Falaakh, “Involusi Perppu (Bank Century)”,dalam Aloysius Soni 
BL de Rosari (editor),  Centurygate Mengurai  Konspirasi Penguasa – pengu- 
saha, Kompas, 2010, Hlm. 115-116. 
21http://www.academia.edu/8565251/RELASI_TIGA_PILAR_DALAM_ 
DEMOKRASI 




diperlukan putusan pengadilan yang  sudah tetap, 
sebagaimana disampaikan oleh   Yusril  Ihza  Mah- 
endara bahwa harus dibedakan antara izin dengan 
pengakuan hak  oleh  pemerintah  sebagai contoh, 
Izin melangsungkan pernikahan, pembentukan Par- 
tai  politik, Pendirian Perusahaan termasuk Orams 
adalah  pengesahan  hak   bukan  pemberian  izin, 
oleh  karena itu  jika  perkawinan harus dibatalkan, 
atau perusahan harus ditutup, maka pengadilanlah 
yang  berhak membatalkannya.22   Dalam konstitusi 
disebutkan betul bahwa yang dapat membubarkan 
Partai Politik  hanya Mahkamah Konstitusi diberi- 
kan kewenangan.23 
Sedangkan  yang   dapat  dikatagorikan  seba- 
gai izin  dan pemerintah dapat menggunakan asas 
contrario actus, misalnya izin  mengemudi. Polisi 
memberikan izin membawa kenderaan kepada ses- 
eorang, dan jika diketahui oleh  polisi  bahwa orang 
tersebut tidak  cakap lagi  mengemudi maka polisi 
berhak mencabut surat izin  mengemunya (SIM), 
jika hal ini terjadi tidak  perlu diputuskan oleh  pen- 
gadilan.24 
Di samping itu  ada  beberapa hal  yang  masih 
menjadi kontroversial kelurnya Perppu ini  penulis 
menelusiri dari  berbagai sumber dan mengkajinya 
dalam bentuk kajian yuridis berkaitan dengan ter- 
jadinya penolakan dari  sebagaian masyaraka, baik 
yang tergabung dalam komunitas ormas itu sendiri 
maupun  pendapat  secara perorangan, kelompok 
yang kontra berargumentasi antara lain :25 
Pertama, secara prosedural penerbitan PERPPU 
tersebut tidak  memenuhi 3 syarat sebagaimana di- 
syaratkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 
138/PUU-VII/2009 yaitu  adanya kebutuhan mend- 
esak  untuk menyelesaikan masalah hukum secara 
cepat berdasarkan Undang-Undang.26 
Jika  dianalisis Keputusan  MK  di  atas,   alasan 
pemebenaran terhadap terbitnya Perppu No. 2 Ta- 
hun 2017,  berkenaan  dengan  kondisi mendesak 
untuk  pembubaran suatu  Ormas  dan  ini  sebagai 
klimaknya  adanya  pembubaran Hizbur  Tahrir  In- 
 
 
22http://nasional.harianterbit.com/nasional / 2017 / 07/  19/  84287 / 
25/25/ Yusril-HTI-Sudah-Dibubarkan-oleh-Pemerintah-Diktator. 
23Partai politik (parpol)  diatur dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU 
Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang mengatur pembubaran partai dapat 
dilakukan  hanya melalui  dua inisiatif. Pertama, inisiatif internal. Keinginan 
membubarkan berasal  dari  dalam  partai  sendiri.  Bentuknya  bisa  berupa 
keputusan internal partai  untuk  membubarkan diri atau  menggabungkan 
diri ke partai lain. Kedua, inisiatif eksternal.  Partai dibubarkan oleh Mahka- 
mah Konstitusi (MK). 
24Pencabutan SIM itu tertuang pada UU No 22 Tahun 2009 yang meru- 





donesia (HTI),  yang  dibubarkan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU- 
30.AH.01.08  tahun 2017 tentang pencabutan Kepu- 
tusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028 
.60.10.2014   tentang pengesahan pendirian badan 
hukum perkumpulan HTI. 
 
Menurut  Wiranto (Menpolhukham)  ada   tiga 
alasan pembubaran HTI yakni: 
Pertama,  sebagai  ormas  berbadan   hukum, 
HTI  tidak   melaksanakan peran  positif   untuk 
mengambil bagian dalam proses pembangunan 
guna mencapai tujuan nasional. 
Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI ter- 
indikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, 
azas,  dan ciri  yang  berdasarkan Pancasila dan 
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 se- 
bagaimana diatur dalam Undang-Undang No- 
mor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 
Ketiga,  aktifitas yang  dilakukan HTI dinilai te- 
lah menimbulkan benturan di masyarakat yang 
dapat  mengancam keamanan dan  ketertiban 
masyarakat, serta membahayakan keutuhan 
NKRI.27 
 
Setelah dikeluarkannya Perppu  No.  2  Tahun 
2017  dan dibubarkannya HTI,  terjadi perlawanan 
hukum dengan  mengajukan judicial review   oleh 
beberapa ormas seperti Fron  Pembela Islam (FPI), 
Dewan Dakwah Islamiyah (DDI),  Perkumpulan 
Hidayatullah dan Pemuda Muslim Indonesia serta 
HTI sendiri yang lebih dahulu mengajukan judicial 
review ke MK.28 
Ormas-ormas di atas oleh pemerintah dianggab 
sebagai ormas Islam yang ajarannya keras  dan kaku 
dan mengusung syariat Islam dalam aktivitasnya, 
sehingga di katagorikan sebagai ormas Islam garis 
keras  seperti HTI dan FPI walaupun hal  ini  masih 
perlu diperdebatkan, karena mereka tidak  meneri- 
ma stempel garis keras apalagi  disebut radikal dan 
mereka menganggap organisasinya berhaluan garis 
lurus.  Misalnya  HTI menolak jika disebut sebagai 
organisasi kemasyarakatan yang anti terhadap Pan- 
casila.29 
Jika benar  bahwa  keluarnya Perppu No. 2 ta- 
hun 2017 tentang Ormas diperuntukan bagi ormas- 
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tidaknya oleh  pemerintah dianggap menyimpang 
dari  ideology Pancasila dan membahayakan keutu- 
han NKRI, maka hal itu dapat dimaklumi dan dibe- 
narkan  secara yuridis. Organisasi-organisasi yang 
berbasis Islam dan dalam aktivitasnya ditenggarai 
memaksakan kehendak di  suatu Negara yang  be- 
rasaskan Pancasila dan mengedepankan toleransi 
sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain, 
padahal secara filosofi  agama Islam adalah agama 
yang mengajak orang untuk menciptakan kedamain 
dan kemashlahatan untuk semua umat manusia. 
Oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan se- 
andainya ada  anggapan bahwa  Islam identik den- 
gan  kekerasan, radikalisme dan bahkan ada  yang 
cenderung  menuduh   sebagai  embrio  terorisme 
yang  masih marak di Indonesia, ajaran Islam yang 
rahmatan lil alamin tidak  mungkin megajarkan 
kebencian dan  keinginan untuk menghancurkan 
orang-orang atau  kelompok yang  tidak   seakidah 
dengan Islam. Sebagaimana dikatakan oleh  Nasar- 
uddin Umar bahwa: 
 
“...Islam berperan sebagai subjek yang  dimani- 
festasikan dalam suatu kegiatan manusia beri- 
man, dalam bidang kemasyarakatan yang  di- 
laksanakan secara teratur untuk dapat merasa, 
berfikir, bersikap dan bertindak, pada tataran 
kenyataan individual dan sosiao kultural dalam 
rangka mengusahakan terwujudnya sejarah Is- 
lam  yang  Rahmatan Lil’Alamin  semua segi ke- 
hidupan umat manusia”30 
 
Umat   Islam seharusnya  selalu tampil  dalam 
semua  aktivitas manusia  di  suatu  Negara dalam 
rangka membentuk sistem nilai  yang  akan mem- 
bantu  manusia menemukan jati  dirinya  sebagai 
ujud kepedulian sesama manusia dengan  menye- 
barkan perdamaian dan toleransi, walaupun masih 
ada  stigma negatif terhadap  Islam. Stigma  negatif 
itu terbentuk karena  beberapa faktor; salah  faham 
terhadap Islam, informasi media Barat yang memo- 
jokan Islam, atau murni karena kebencian terhadap 
Islam yang mereka warisi dari orientalisme klasik.31 
Langkah  ormas-ormas yang ingin  menguji  se- 
cara materil  keabsahan pemerintah mengeluarkan 
Perppu No. 2 Tahun  2017 ke MK dibenarkan dan 
konstitusional, oleh karena itu proses tersebut harus 
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30Nasaruddin Umar,  Deradikalisasi Pemahaman  Al-Qur’an & Hadis, 
Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, hlm. vii 
31Ibid, hlm. 5 
dari berbagai kalangan yang terkait langsung. 
Adapun pasal-pasal yang  diajukan judicial re- 
view berkaitan dengan beberapa pasal yakni Pasal  I 
angka 6 sampai 22, Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 
ayat  (3), Pasal  80A, dan Pasal  82A ayat  (1) dan ayat 
(2) Perppu No. 2 Tahun 2017. 
Menurut ketentuan Pasal  I angka 6 menyebut- 
kan  bahwa: Menteri adalah menteri yang  menye- 
lenggarakan urusan pemerintahan  di  bidang da- 
lam  negeri” Memang terjadi ketidak sesuaian jika 
dikaitkan dengan membubarkan HTI yang dibubar- 
kan  oleh  Menteri Hukum dan Hak  Azazi Manusia. 
Sebagaimana diketahui ternyata HTI tidak  terdaftar 
di Kementrian dalam Negeri  tetapi pendaftarannya 
melalui Kemenkumham. Mungkin saja Pemerintah 
beralasan bahwa berdasarkan asas  contraries actus 
yang dimuat dalam Perppu No. 2 tahun 2017, maka 
itu  telah memenuhi ketentuan perundang-undan- 
gan,  untuk mengatasi hal  ini  maka Menkumham 
akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri  di- 
wilayah hukum HTI berada. 
Bderdasarkan PP  No.  58  Tahun 2016  tentang 
Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  17   Tahun 
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada dua 
instansi tempat pendaftaran Ormas, jika berbadan 
hukum maka didaftarkan ke Menkumham, dan or- 
mas yang tidak berbadan hukum didaftarkan ke Ke- 
mentrian Dalam Negeri  dan Ormas akan mendap- 
atkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 
Kalau dilihat dari pembubarannya, maka dipas- 
tikan HTI adalah Ormas berbadan Hukum, dan me- 
mang tidak  perlu lagi terdaftar di Kementrian Da- 
lam Negeri, dalam PP tersebut Pembubaran Ormas 
berbadan  hukum  diawali dengan  Kejaksaan yang 
mengajukan  permohonan  ke   pengadilan  negeri 
atas  permintaan tertulis dari  Menteri Hukum dan 
HAM. Permohonan tersebut disertai bukti  penjatu- 
han sanksi administratif oleh  Pemerintah atau Pe- 
merintah Daerah terhadap Ormas. Mungkin inilah 
alasan  logis Pemerintah mengeluarkan Perppu No. 
2 Tahun  2017, untuk  menghindari proses peradilan 
yang dianggap terlalu  lama sedangkan pemerintah 
harus  segera membubarkan HTI. Dan sekaligus 
menerapkan Pasal 80A Perppu tersebut. 
UU No.  17 tahun 20013 tentang Ormas  telah 
mengatur mekanisme pembubaran dan  teknisnya 
dicantumkan dalam  PP No. 58 Tahun  2016, seba- 
gaimana tercantum dalam Pasal 59 yakni: 
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud da- 
lam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas: 
a.peringatan tertulis; 
b.penghentian bantuan dan/atau hibah; 
c.penghentian sementara kegiatan; dan/atau 




d.  pencabutan SKT atau pencabutan status badan 
hukum. 
 
Sebelum penjatuhan sanksi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 66, pemerintah wajib meminta pertim- 
bangan hukum kepada Mahkamah Agung  (MA), 
jika  14 hari  MA tidak  memberikan pertimbangan, 
maka pemerintah akan memberikan sanksi semen- 
tara, kemudian diproses sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Oleh  karena itu  jika alasan yang  dikemu- 
kakan pemerintah bahwa proses peradilan terlalu 
perlu dikritisi. 
Syarat   lain  yakni  adanya  kekosongan hukum 
karena UU yang  dibutuhkan belum ada  atau tidak 
memadai, dan kekosongan hukum tidak  dapat di- 
atasi dengan prosedur normal pembuatan UU. Tera- 
khir,  syarat tersebut tidak  terpenuhi karena tidak 
ada   situasi  kekosongan hukum  terkait  prosedur 
penjatuhan sanksi terhadap ormas. Perppu Ormas 
tidak memenuhi syarat itu.32 
Berkaitan dengan kekosongan hukum atau da- 
lam  istilah Belanda disebut Recht  vacuum, untuk 
mengatur pembubara Ormas dalam kontek Perppu 
ini,  dapat juga  dibenarkan karena ada   beberapa 
kekurangan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Or- 
ganisasi Kemasyarakatan, seperti telah disebutkan 
di atas  tidak  dicantumkannya asas  contraius actus. 
Jadi melalui teori  kekosongan hukum kekuarangan 
tersebut harus diisi  dengan merevisi UU sebelum- 
nya.   Dalam tataran teori, rehct vacuum bisa  juga 
melalui penafsiran yang  akan dilakukan oleh  ha- 
kim. Namun putusan hakim tidak bisa diperlakukan 
sebagai aturan umum, keputusan pengadilan hanya 
mengikat para pihak yang bersengketa.33 
Upaya  mengatasi kekosongan hukum di dalam 
penyelenggraan Negara perencanaan  perundang- 
undangan yang disebut Prolegnas, diperlukan kebi- 
jakan atau prakarsa dari  Badan Pembentuk Perun- 
dang-undangan, yang berdasarkan UUD NRI Tahun 
1945.  Pasal 20 ayat (1) dan  (2) disebutkan  bahwa 
“DPR memegang kekuasaan membentuk undang- 
undang dan setiap  rancangan undang-undang 
dibahas oleh  DPR dan  Presiden untuk  mendapat 
persetujuan bersama. 
Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan 






33Pasal 21 A.B. (Algemene  Bepalingen  van Wetgeving voor Indonesia; 
Stb. 1847 : 23) yang menyatakan bahwa “hakim tidak dapat memberi keputu- 
san yang akan berlaku sebagai peraturan umum”. Lebih lanjut ditegaskan lagi 
dalam  Pasal 1917 KUH Perdata  (B.W.) bahwa “kekuasaan keputusan hakim 
hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu”. 
gan  undang-undang kepada DPR”  dan “Presiden 
menetapkan peraturan pemerintah untuk men- 
jalankan undang-undang  sebagaimana mestinya”. 
Dalam hal  ini berarti prakarsa atau kebijakan (po- 
litical will) dari DPR dan Pemerintah (Presiden) me- 
megang peranan yang  sangat penting dalam men- 
ciptakan atau membentuk suatu undang-undang 
(lebih luas  peraturan perundang-undangan) baik 
mengatur hal-hal atau keadaan yang  tidak  diatur 
sebelumnya maupun perubahan atau penyempur- 
naan dari  peraturan perundang-undangan yang te- 
lah ada  namun sudah tidak  sesuai dengan perkem- 
bangan di masyarakat. 
Lebih  lanjut dalam upaya mengatasi kekoson- 
gan  hukum maka dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan Pasal  1 angka 1 
UU No. 10 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2012 ten- 
tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
menyatakan bahwa “Pembentukan Peraturan Pe- 
rundang-undangan adalah proses pembuatan per- 
aturan perundang-undangan yang  pada dasarnya 
dimulai dari   perencanaan,  persiapan,  teknik pe- 
nyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan”. 
Pasal  15 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 ditegas- 
kan  bahwa “Perencanaan penyusunan Undang- 
Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas)”. Prolegnas itu  sendiri menu- 
rut Pasal 1 angka 9 adalah “instrumen perencanaan 
program pembentukan Undang-Undang yang  dis- 
usun  secara berencana,  terpadu  dan  sistematis”. 
Prolegnas menjadi salah satu  dari  mekanisme pro- 
gram  legislasi. Di samping Prolegnas (pemerintah/ 
eksekutif ) yang  menampung rencana-rencana leg- 
islasi  dari  departemen-departemen/LPND, juga 
terdapat mekanisme program legislasi yang dikelola 
oleh  Badan Legislasi  (Baleg)  DPR. Bahkan juga ada 
program legislasi yang dikelola oleh masyarakat (or- 
ganisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat). 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat  ditarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1.   Ormas secara kelembagaan dibentuk untuk agar 
masyarakat dapat berperan aktif mengatasi per- 
soalan  bangsa  dan   mengaktualisasi diri serta 
berperan serta secara  aktif dalam  mewujudkan 
masyarakat Pancasila berdasarkan Undang- 
Undang  Dasar  1945 dalam  rangka  menjamin 
pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, 
menjamin keberhasilan pembangunan nasion- 
al sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus 
menjamin  tercapainya  tujuan  nasional.  Jika 




suatu ormas bertentangan dengan norma terse- 
but, maka sebaiknya dibubarkan melalui proses 
pengadilan. 
2.    Presiden diberikan kewenangan untuk mem- 
bentuk Perppu, sepanjang bisa  membuktikan 
bahwa materi muatan  Perppu tersebut telah 
memenuhi unsur-unsur sebagaiman diamanat- 
kan  dalam Konstitusi yakni  “dalam hal  ihwal 
yang memaksa”. 
3.    Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Or- 
mas  tetap akan menjadi polemik secara politik 
dan hukum, oleh  karena itu  wajar  jika  pihak- 
pihak yang  merasa keberatan atau dirugikan 
mengajukan uji  materi ke  MK, walaupun hal 
ini  jelas  bahwa MK tidak  berwenang menguji 
produk hukum berupa Perppu. 
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